LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI


	MODUL
	PEMINDAHTANGANAN 
BARANG MILIK NEGARA (BMN)
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	Pendahuluan 

	
	
Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperolah atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Agar BMN dapat bermanfaat secara maksimal, tepat sasaran aan sesuai usia pakai maka perlu dilakukan penatausahaan yang baik. Penatausahaan yang baik dimulai dari pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMN. Penatausahaan tersebut dilakukan untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan BMN.
Agar pelaksanaan pengelolaan BMN dapat efektif dan maksimal maka maka dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan pemeliharaan, pengamanan maupun pemanfaatan BMN secara baik, sehingga BMN mampu dimanfaatkan sesuai usia pakai yang seharusnya. Dengan berjalannya waktu usia pakai maka BMN juga mengalami habis usia pakainya, sehingga mahal dalam biaya pemeliharaannya. Disisi lain kurang cermatnya perencanaan pengadaan menimbulkan adanya duplikasi pengadaan barang sehingga barang yang ada tidak digunakan secara optimal. Menyikapi kondisi tersebut maka diperlukan pemindahtanganan terhadap BMN dimaksud, tentunya karena alasan pertimbangan yang dibenarkan menurut perundang-undangan.

Untuk memberikan pemahaman pemindahtanganan BMN dan pengelolaan administrasi pemindahtanganan BMN bagi para personel yang bertugas di bidang logistik maka dalam modul pemindahtanganan BMN ini akan dibahas materi tentang: konsep pemindahtanganan BMN  yang meliputi materi pengertian, tujuan, persyaratan, bentuk-bentuk  dan tata cara tindak lanjut pemindahtanganan BMN. Selain itu juga dibahas materi tentang pengelolaan pemindahtanganan BMN yang berisi pembuatan usulan pemindahtanganan serta pengecekan kelengkapan usulan administrasi pemindahtanganan BMN.
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	Standar Kompetensi

	
	Memahami pemindahtanganan BMN.
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	Kompetensi  Dasar

	
	1. Memahami konsep pemindahtanganan  BMN.
Indikator Hasil Belajar :
a. Menjelaskan pengertian pemindahtanganan BMN.
b. Menjelaskan tujuan pemindahtanganan BMN.

c. Menjelaskan persyaratan pemindahtanganan BMN.
d. Menjelaskan bentuk-bentuk pemindahtanganan BMN. Menjelaskan prosedur dan administrasi pemindahtanganan BMN satuan kerja.

e. Menjelaskan tata cara tindak lanjut pemindahtanganan BMN.
2. Melaksanakan pengelolaan pemindahtanganan BMN
Indikator Hasil Belajar :
a. Menyusun usulan pemindahtanganan.

b. Mengecek kelengkapan usulan administrasi pemindahtanganan BMN:
1) Penjualan;
2) Hibah;
3) Tukar menukar;
4) Penyertaan modal.

	
	


	[image: image5.wmf]
	Materi  Pelajaran

	
	1. Pokok Bahasan 1:
konsep Pemindahtanganan  BMN.

Sub Pokok Bahasan 1:

a. pengertian pemindahtanganan BMN.

b. Tujuan pemindahtanganan BMN.

c. Persyaratan pemindahtanganan BMN.

d. Bentuk-bentuk pemindahtanganan BMN.
e. Prosedur dan administrasi pemindahtanganan BMN satuan kerja.
f. 
Tata cara tindak lanjut pemindahtanganan BMN.
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	Metode Pembelajaran

	
	1. Metode ceramah 
Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi tentang pengertian, penggolongan dan penggunaan jenis-jenis pemindahtanganan BMN.
2. Metode tanya jawab

Metode ini digunakan untuk memperdalam pemahaman materi tentang penggolongan dan penggunaan jenis-jenis pemindahtanganan BMN.
3. Metode diskusi
Metode ini digunakan untuk membahas yang kasus yang terjadi dalam
Pemindahtanganan  BMN (masalah, penyebab terjadinya masalah, solusi dan dampak)
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	Alat, media, Bahan dan Sumber Belajar

	
	1. Alat, media dan bahan:

a. Whiteboard.

b. Papan Flipchart.

c. Komputer/laptop.

d. LCD Projector dan screen.
e. Spidol.

f. Penghapus.

g. Kertas Flipchart.
h. Modul Pemindahtanganan .
2. Sumber belajar:
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 111/PMK.06/2016 tanggal 12 Juli 2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan  BMN.
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	Kegiatan Pembelajaran

	
	1. Tahap awal : 10  menit
a. Pendidik melaksanakan apersepsi:

1) Perkenalan.   
2) Menyampaikan tujuan pembelajaran.   
3) Menyampaikan tugas yang harus diselesaikan perserta didik selama pembelajaran. 
b. Peserta didik menyimak, menanggapi dan melaksanakan instruksi pendidik.
2. Tahap inti : 425 menit 
Tahap inti 1: penyampaian materi konsep pemindahtanganan dan pengelolaan pemindahtanganan BMN: 180 menit
a. Pendidik menyampaikan materi tentang pengertian, tujuan,  persyaratan, bentuk-bentuk, prosedur dan tindak lanjut serta administrasi Pemindahtanganan  BMN.

b. Pendidik memberikan contoh prosedur dan tata cara pengajuan usulan Pemindahtanganan  melalui penjualan dan tukar menukar BMN.

c. Peserta didik menyimak, mencatat hal-hal yang penting dan menanggapi materi yang disampaikan pendidik.

d. Pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk  bertanya tentang materi yang belum dipahami.
Tahap inti 2:  diskusi kelompok: 250 menit
a. Pendidik membagi peserta didik kedalam empat kelompok untuk mendiskusikan masalah, penyebab, solusi dan dampak dari Pemindahtanganan  BMN. 

b. Peserta didik mendiskusikan masalah, penyebab, solusi dan dampak dari Pemindahtanganan  BMN.
c. Pendidik memfalisitasi jalannya diskusi.
d. Pendidik memberikan tanggapan dan evaluasi hasil diskusi.
3. Tahap akhir : 10 menit

a. Pendidik melakukan penguatan terhadap materi yang telah diberikan.

b. Pendidik memberikan pertanyaan kepada peserta didik mengenai materi yang telah diberikan.

c. Pendidik memberikan feed back kepada peserta didik mengenai proses pembelajaran.

d. Pendidik menyimpulkan materi dan menutup pembelajaran.
4. Tes Sumatif : 90 menit
Tes tertulis dalam bentuk objektif tes (pilihan ganda, jawaban singkat) dan subjektif tes (uraian).


	
	


	[image: image9.wmf]
	Tagihan / Tugas

	
	1. Peserta didik secara kelompok menyerahkan hasil diskusi.
2. Peserta didik secara individu menyerahkan resume materi pemindahtanganan BMN, satu hari setelah pembelajaran selesai dalam bentuk tulisan tangan.
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	Lembar  Kegiatan

	
	Peserta didik dibagi menjadi 4 (empat) kelompok yang masing-masing kelompok ditugaskan sebagai berikut :

1. Kelompok 1 dan 2 mendiskusikan permasalahan tentang penjualan BMN.
2. Kelompok 3 dan 4 mendiskusikan permasalahan tentang Tukar Menukar BMN Polri.
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	Bahan  Bacaan

	
	POKOK BAHASAN 1
KONSEP PEMINDAHTANGANAN BMN
1. Pengertian Pemindahtanganan BMN
a. Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;

b. Pengelola Barang adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan Pengelolaan BMN; 

c. Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN;

d. Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Satuan Kerja atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya;

e. Pemindahtanganan  adalah Pengalihan Kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah;

f. 
Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMN/D kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang;

g. Tukar menukar adalah pengalihan kepemilikan BMN/D yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, atau antara antara Pemerintah Pusat/Daerah dengan Pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang;

h. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/Daerah kepada Pihak Lain tanpa memperoleh penggantian;

i. 
Penyertaan Modal Pemerintah/Daerah adalah pengalihan kepemilikan BMN/D yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai Modal/Saham Negara atau Daerah Pada BUMN/D atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki.

2. Tujuan Pemindahtanganan  BMN
a. Untuk melaksanakan efisiensi pengeluaran biaya pemeliharaan dan karena secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara; 

b. Dalam rangka optimalisasi Barang Milik Negara yang berlebih atau idle ; 

c. Sebagai pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

d. Dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional penyelenggara an pemerintahan, optimalisasi penggunaan BMN, atau tidak tersedia dan dalam APBN;

e. Kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

f. 
BMN tersebut akan lebih optimal apabila dikelola oleh BUMN/D atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Negara/Daerah, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk

3. Persyaratan Pemindahtanganan  BMN
a. Barang Milik Negara/Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Negara/Daerah, dengan cara Penjualan, Tukar Menukar, Hibah, dan Penyertaan Modal Pemerintah/Daerah;

b. Persetujuan Pemindahtanganan , meliputi :

1) 
Tanah dan/atau bangunan;
2) 
Selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari  Rp 100.000.000.000,- (100 Milyar) dilakukan setelah mendapat persetujuan DPR.
3) 
Pemindahtanganan  BMN/D berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPR/DPRD, apabila :
a) 
Sudah tidak sesuai dengan Tata Ruang Wilayah atau Penataan Perkotaan;
b) 
Harus dihapuskan karena Anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen Penganggaran;
c) 
Diperuntukan bagi Pegawai Negeri;
d) 
Diperuntukan bagi kepentingan Umum, atau;
e) 
Dikuasai Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang jika tidak status kepemilikannya, dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
4. Bentuk-bentuk Pemindahtanganan  BMN:
a. Penjualan
Tata Cara Penjualan BMN Polri :
Tata Cara Penjualan tanah dan/atau bangunan yang harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran:
1) 
Untuk tanah dan/atau Bangunan  yang ada di tingkat Mabes Polri :

a) 
Tahap Persiapan :

(1) Kasatker atau Kayanmabes Polri mengajukan usulan  kepada Kapolri U.p. Aslog Kapolri setelah  membentuk tim internal untuk melakukan persiapan pengusulan penjualan bangunan yang bangunan penggantinya sudah tersedia anggarannya dalam dokumen penganggaran dengan dilampiri :

(a) Surat Perintah Tim Peneliti;

(b) Foto copy dokumen anggaran beserta kelengkapannya;
(c) Berita Acara hasil penelitian data administratif bangunan, antara lain tahun pembuatan, konstruksi, luas, status kepemilikan dan denah lokasi bangunan serta nilai limit bangunan;
(d) Kartu Identitas Barang (KIB) yang mencantumkan nilai perolehan bangunan;
(e) NJOP tanah dari Kantor PBB setempat;
(f) Nilai sisa bangunan yang akan dijual dari instansi teknis kompeten.
(2) Atas nama Kapolri, Aslog Kapolri  mengajukan usulan penghapusan yang ditindak lanjuti penjualan bangunan kepada Menteri Keuangan U.p. DJKN atau U.p. Kepala Kanwil DJKN setempat atau U.p.Kepala KPKNL setempat sesuai batas nilai kewenangannya, dengan dilampiri persyaratan pada (1).
(3) Atas nama Menteri Keuangan, DJKN atau Kepala Kanwil DJKN setempat atau Kepala KPKNL setempat melakukan penelitian atas permohonan penghapusan yang ditindaklanjuti penjualan bangunan  dimaksud. 

(4) Dalam hal NJOP tanah pada bangunan tersebut di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Menteri Keuangan terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan penjualan bangunan  dimaksud kepada Presiden. 

(5) Apabila usulan penjualan tersebut disetujui, atas nama Menteri Keuangan, DJKN atau Kepala Kanwil DJKN setempat atau Kepala KPKNL setempat menerbitkan surat persetujuan penghapusan yang ditindaklanjuti dengan Pemindahtanganan  yang berupa penjualan kepada Kapolri U.p. Aslog kapolri, yang sekurang-kurangnya memuat objek penjualan dan nilai limit terendah penjualan bangunan dimaksud.  

2) 
Untuk tanah dan/atau Bangunan yang ada ditingkat Polda :

a) Tahap Persiapan :
(1) Kasatker/kuasa pengguna barang mengajukan usul kepada Kapolda atas penghapusan  bangunan yang bangunan penggantinya sudah tersedia anggarannya dalam dokumen penganggaran dengan dilengkapi :

(a) Surat perintah tim peneliti;
(b) Foto kopy dokumen anggaran beserta kelengkapannya;
(c) Berita acara hasil penelitian data administratif bangunan, antara lain tahun pembuatan, konstruksi, luas, status kepemilikan dan denah lokasi bangunan serta nilai limit bangunan;
(d) Kartu identitas barang (KIB) yang mencantumkan nilai perolehan bangunan;
(e) NJOP tanah dari kantor PBB setempat;
(f) Nilai sisa bangunan yang akan dijual dari instansi teknis kompeten .
(2) Atas nama Kapolri, Kapolda  mengajukan permintaan persetujuan penghapusan yang ditindaklanjuti dengan penjualan bangunan kepada Menteri Keuangan U.p. Kepala Kanwil DJKN setempat atau U.p.Kepala KPKNL setempat sesuai batas nilai kewenangannya, dengan disertai :

(a) Surat perintah tim peneliti;
(b) Foto copy dokumen anggaran beserta kelengkapannya;
(c) Berita acara hasil penelitian data administratif tanah dan/atau bangunan, antara lain tahun pembuatan, konstruksi, luas, status kepemilikan dan denah lokasi bangunan serta nilai limit bangunan; 

(d) Kartu identitas barang (KIB) yang mencantumkan nilai perolehan bangunan;
(e) NJOP tanah dari kantor PBB setempat;
(f) Nilai sisa bangunan yang akan dijual dari instansi teknis kompeten;
(3) Atas nama Menteri Keuangan, DJKN atau Kepala Kanwil DJKN setempat atau Kepala KPKNL setempat melakukan penelitian atas permohonan penghapusan yang ditindaklanjuti penjualan bangunan  dimaksud;
(4) Apabila usulan penjualan tersebut disetujui, atas nama Menteri Keuangan, Kepala Kanwil DJKN setempat atau Kepala KPKNL setempat menerbitkan surat persetujuan penghapusan yang ditindaklanjuti penjualan kepada Kapolri U.p. Kapolda, yang sekurang-kurangnya memuat objek penjualan dan nilai limit terendah penjualan bangunan dimaksud.  

3) 
Tata cara penjualan BMN Polri selain tanah dan/atau bangunan :

a) 
Tata cara penjualan BMN Polri selain tanah dan/atau bangunan baik yang ada ditingkat Mabes Polri maupun ditingkat Polda, dilaksanakan dengan tahapan sesuai huruf a) butir (1) dan (2) dengan persyaratan administrasi yang diperlukan antara lain sebagai berikut :

(1) Surat Perintah Tim Peneliti;
(2) Berita Acara hasil penelitian data administratif antara lain mengenai tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, surat penetapan status penggunaan, bukti kepemilikan, dan nilai perolehan dan nilai limit terendah penjualan yang dibuat oleh instansi teknis terkait (perkiraan nilai dari Dishub/KPKNL setempat untuk Ranmor Dinas) serta  KIB yang mencantumkan nilai perolehan barang berikut NUP.

b. Tukar Menukar
Tukar Menukar BMN Polri :
1) 
Tukar-menukar BMN Polri dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Tupoksi Polri, optimalisasi BMN Polri belum dimanfaatkan secara optimal.

2) 
Penyatuan BMN Polri yang lokasinya terpencar.

3) 
Pelaksanaan rencana strategis Polri.

4) 
BMN Polri selain tanah dan/atau bangunan yang ketinggalan teknologi sesuai kebutuhan/kondisi/ peraturan-perundang-undangan. 

5) 
Barang pengganti atas tukar-menukar BMN Polri berupa tanah, atau tanah dan bangunan, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 
a) 
Penggantian utama berupa tanah atau tanah dan bangunan. 

b) 
Nilai barang pengganti sekurang-kurangnya sama dengan nilai   BMN Polri yang dilepas.

6) 
Tukar-menukar BMN Polri dilaksanakan setelah dilakukan kajian berdasarkan: 

a) 
Aspek teknis, antara lain: 


(1) Kebutuhan Organisasi Polri;
(2) Spesifikasi aset yang dibutuhkan.
b) 
Aspek ekonomis, antara lain :

(1) Kajian terhadap nilai aset yang dilepas;
(2) Nilai aset pengganti.
c) 
Aspek yuridis, antara lain: 
(1) Rencana Umum Tata Ruang wilayah dan penataan kota;
(2) Peraturan perundang-undangan yang terkait. 

7) 
Dalam hal pelaksanaan tukar-menukar terdapat BMN Polri pengganti berupa bangunan, Pengguna Barang dapat menunjuk konsultan pengawas 

8) 
Mitra tukar menukar ditentukan melalui proses pemilihan (tender) dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat, kecuali tukarmenukar yang dilakukan dengan Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lain yang mendapatkan penugasan dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan kepentingan umum;
9) 
Mitra wajib menyetorkan uang ke rekening kas umum negara atas sejumlah selisih nilai lebih antara barang yang dilepas dengan barang pengganti, yang dilakukan paling lambat sebelum pelaksanaan serah terima barang;  

10) Subjek Pelaksanaan Tukar menukar yaitu Pengguna Barang dan/atau Pembantu Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk :  

a) 
BMN Polri berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
b) 
BMN Polri selain tanah dan/atau bangunan.  

11) Mitra tukar menukar adalah : 

a) 
Pemerintah Daerah 

b) 
Badan Usaha Milik Negara
c) 
Badan Usaha Milik Daerah 

d) 
Badan Hukum milik pemerintah lainnya 

e) 
Swasta, baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan. 

12) penggunaan BMN Polri, atau tidak tersedia dana dalam APBN.

13) BMN Polri yang dapat dilakukan Tukar menukar  :

a) Tanah dan/atau bangunan.  

b) Selain tanah dan/atau bangunan.

14) Tukar-menukar BMN Polri dapat dilakukan dalam hal : 
BMN Polri berupa tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota.
c. Hibah BMN Polri :
1) 
Pertimbangan Hibah BMN Polri dilakukan untuk : 

a) Kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan  

b) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 
2) 
Pihak yang dapat melaksanakan hibah BMN Polri adalah Pengguna Barang, dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk BMN Polri selain tanah dan/atau bangunan.  
Pihak yang dapat menerima hibah adalah : 

a) 
Lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan organisasi kemanusiaan, yang mendapatkan pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga yang bersangkutan adalah sebagai lembaga termaksud.
b) 
Pemerintah Daerah. 

3) 
Persyaratan BMN Polri untuk dapat dihibahkan :

a) 
Bukan merupakan barang rahasia negara, bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Polri.  

b) 
BMN Polri berasal dari hasil perolehan lain yang sah, dalam hal ini berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, ditentukan untuk dihibahkan.

4) 
Besaran nilai BMN Polri yang dihibahkan didasarkan pada hasil penilaian yang berpedoman pada:

a) 
Penilaian BMN Polri selain tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh tim yang ditetapkan pengguna barang dan dapat melibatkan penilai yang ditetapkan oleh pengguna barang;
b) 
Hasil perhitungan penilai merupakan hasil perhitungan yang bersifat independen dan final;
c) 
penilaian terhadap barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan oleh tim dilakukan untuk mendapatkan nilai tertinggi dari salah satu nilai tersebut di bawah ini: 
(1) Nilai pasar;
(2) Nilai buku, yaitu nilai perolehan dikurangi penyusutan; 

(3) Nilai yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
5) 
BMN Polri yang dihibahkan harus digunakan sebagaimana fungsinya pada  saat dihibahkan, atau tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan oleh dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain.
6) 
Tata Cara Pelaksanaan Hibah BMN Polri:
a) 
Untuk BMN Polri ditingkat Mabes Polri:

(1) Kasatker/Kuasa Pengguna Barang mengajukan usulan  kepada Kapolri U.p. Aslog Kapolri.

(2) Aslog Kapolri a.n. Kapolri membentuk tim  internal untuk melakukan persiapan pengusulan hibah BMN Polri dengan tugas: 

(a) Melakukan penelitian data administratif BMN Polri yang akan dihibahkan,
yaitu tentang tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, dan nilai perolehan 

(b) Melakukan penelitian fisik atas BMN Polri yang akan dihibahkan untuk mencocokkan data administratif yang ada;

(c) Menyampaikan laporan hasil penelitian data administratif dan fisik berikut saran dan pendapat kepada Kapolri.
(3) Apabila Kapolri menyetujui, Aslog Kapolri a.n. Kapolri mengajukan permintaan persetujuan kepada Menteri Keuangan U.p. DJKN atau U.p. Kepala Kanwil DJKN setempat atau U.p.Kepala KPKNL setempat sesuai batas nilai kewenangannya, untuk menghibahkan BMN Polri dimaksud, dengan disertai: 

(a) Alasan  untuk menghibahkan
(b) Calon penerima hibah
(c) Data BMN Polri yang akan dihibahkan, yaitu tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, dan nilai perolehan 

(4) Menteri Keuangan U.p. DJKN atau U.p. Kepala Kanwil DJKN setempat atau U.p.Kepala KPKNL setempat melakukan penelitian kelayakan hibah dan data administrasi sebagaimana tersebut pada butir (3), apabila diperlukan, dapat  melakukan penelitian fisik  

(5) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf (4), DJKN atau Kakanwil DJKN setempat atau Kepala KPKNL setempat a.n. Menteri Keuangan menentukan disetujui atau tidaknya permohonan tersebut 

(6) Dalam hal usulan hibah disetujui, DJKN atau Kakanwil DJKN setempat atau Kepala KPKNL setempat a.n. Menteri Keuangan, menetapkan surat persetujuan pelaksanaan hibah yang sekurang-kurangnya  memuat : 

(a) BMN Polri yang dihibahkan 

(b) Pihak yang menerima hibah 

(c) Peruntukan BMN Polri yang dihibahkan  

(d) Kewajiban Pengguna Barang menetapkan jenis, jumlah, dan nilai BMN Polri yang akan dihibahkan.

(7) Berdasarkan persetujuan hibah sebagaimana tersebut dalam butir (6), Aslog Kapolri a.n. Kapolri melakukan serah terima BMN Polri yang dihibahkan dengan penerima hibah, yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang dan naskah hibah 

b) 
Untuk BMN Polri ditingkat Polda : 

1) Kasatker/Kuasa Pengguna Barang mengajukan usul kepada Kapolda;

2) Kapolda mengajukan usulan kepada Kapolri U.p. Aslog Kapolri;

3) Atas nama Kapolri, Aslog Kapolri dapat membentuk Tim Peneliti Tingkat pusat untuk melaksanakan Penelitian alasan akan dilaksanakan Hibah  sebagai bahan saran pendapat kepada Kapolri
4) Apabila Kapolri tidak menyetujui, atas nama Kapolri, Aslog Kapolri membuat arahan kepada  Kapolda disertai alasannya
5) Apabila Kapolri menyetujui, atas nama Kapolri, Aslog kapolriKapolri membuat arahan kepada  Kapolda disertai tindak lanjut pelaksanaannya.

6) Atas persetujuan dari Kapolri, Kapolda membentuk tim  internal untuk melakukan persiapan pengusulan hibah BMN Polri dengan tugas : 

(a) Melakukan penelitian data administratif BMN Polri selain tanah dan   bangunan yang akan dihibahkan,
yaitu tentang tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, dan nilai perolehan
(b) Melakukan penelitian fisik atas BMN Polri selain tanah dan/atau  bangunan yang akan dihibahkan untuk mencocokkan data administratif yang ada
(c) Menyampaikan laporan hasil penelitian data administratif dan fisik kepada Pengguna Barang.
(d) Kapolda mengajukan permintaan persetujuan kepada Menteri Keuangan U.p. Kepala Kanwil DJKN setempat atau U.p.Kepala KPKNL setempat sesuai batas nilai kewenangannya dengan tembusan antara lain Kapolri dan Aslog kapolriKapolri, untuk menghibahkan BMN Polri dimaksud, dengan disertai : 

(1) Alasan untuk menghibahkan 

(2) Calon penerima hibah 

(3) Data BMN Polri selain tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan, yaitu tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, dan nilai perolehan. 
7) Menteri Keuangan U.p. Kepala Kanwil DJKN setempat atau U.p.Kepala KPKNL setempat melakukan penelitian kelayakan hibah dan data administrasi sebagaimana tersebut pada butir (7), apabila diperlukan, dapat  melakukan penelitian fisik; 

8) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf 8), Kakanwil DJKN setempat atau Kepala KPKNL setempat a.n. Menteri Keuangan menentukan disetujui atau tidaknya permohonan tersebut;
9) Dalam hal usulan hibah tidak disetujui, Kakanwil DJKN setempat atau Kepala KPKNL setempat a.n. Menteri Keuangan memberitahukan kepada Pengguna Barang yang mengusulkan hibah, disertai dengan alasannya;
10) Dalam hal usulan hibah disetujui, Kakanwil DJKN setempat atau Kepala KPKNL setempat a.n. Menteri Keuangan, menetapkan surat persetujuan pelaksanaan hibah;
11) Berdasarkan persetujuan hibah sebagaimana tersebut dalam butir (11), Kapolda melakukan serah terima BMN Polri yang dihibahkan dengan penerima hibah, yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang dan naskah hibah..
POKOK BAHASAN 2
KONSEP PENGELOLAAN PEMINDAHTANGANAN BMN
1. Prosedur Pengelolaan Pemindahtanganan  BMN/D
a. Fungsi Logistik melakukan pendataan terhadap semua BMN/D yang akan dipindahtangankan;

b. Melaporkan kepada Kepala Satuan Kerja (Kasatker).

c. Kasatker menerbitkan Keputusan Tim Pemindahtanganan  BMN

d. Tim pemindahtangan BMN/D melakukan penelaahan dan penilaian semua BMN/D yang akan dipindahtangankan;

e. Tim pemindahtanganan  BMN/D melaporkan hasil penelaahan dan penilaian BMN/D yang akan dipindahtangankan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Hasil Penelaahan dan Penilaian BMN/D yang akan dipindahtangankan kepada Kasatker.

f. 
Mengajukan usulan pemindahtanganan BMN secara berjenjang.

2. Kelengkapan Administrasi Usualan Pemindahtanganan BMN
Usulan pemindahtanganan BMN dilengkapi administrasi sebagai berikut:
a. Daftar Barang Milik Negara yang akan dipindahtangankan.
b. Melampirkan Berita Acara Hasil Penelaahan dan Penilaian dari Tim Pemindahtanganan.
c. Dokumen dan foto-foto BMN yang akan dipindahtangankan.
d. Alasan pemindahtanganan  BMN.
e. Cara pemindahtanganan  BMN.


	
	


	[image: image12.wmf]
	Rangkuman

	
	1. Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang syah. Persyaratan Pemindahtangan BMN, meliputi: Barang Milik Negara/Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Negara/Daerah.

2. Bentuk pemindahtanganan BMN:
a. Penjualan;
b. Tukar Menukar;
c. 
Hibah BMN Polri;
d. Penyertaan modal pemerintah/daerah;
3. Prosedur pemindahtangan BMN/D;
a. 
Fungsi Logistik melakukan pendataan terhadap semua BMN/D yang akan dipindahtangankan;

b. 
Melaporkan kepada Kepala Satuan Kerja (Kasatker).

c. 
Kasatker menerbitkan Keputusan Tim Pemindahtanganan  BMN

d. 
Tim pemindahtangan BMN/D melakukan penelaahan dan penilaian semua BMN/D yang akan dipindahtangan;

e. 
Tim pemindahtangan BMN/D melaporkan hasil penelaahan dan penialian BMN/D yang akan dipindahtangankan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Hasil Penelaahan dan Penilaian BMN/D yang akan dipindahtangankan kepada Kasatker.
4. Administrasi dan prosedur pemindahtangan BMN satuan kerja
a. Daftar Barang Milik Negara yang akan dipindahtangankan;

b. Melampirkan Berita Acara Hasil Penelaahan dan Penilaian dari Tim Pemindahtanganan ;

c. 
Dokumen dan foto-foto BMN yang akan dipindahtangankan;

d. Alasan Pemindahtanganan  BMN;
e. Cara Pemindahtanganan  BMN.
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	Soal Latihan

	
	1. Jelaskan pengertian pemindahtanganan BMN!

2. Jelaskan persyaratan pemindahtanganan  BMN!

3. Jelaskan administrasi dan prosedur usulan pemindahtanganan  BMN!
4. Jelaskan administrasi dan prosedur pemindahtanganan BMN satuan kerja!

5. Jelaskan tata cara pemindahtanganan BMN!
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